
 
 
 
 

BUPATI BALANGAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI BALANGAN 

NOMOR  95  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BALANGAN, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan/atau 
penyempurnaan Peta Jabatan, struktur organisasi, 
pengangkatan pegawai dalam Jabatan, penyusunan 
formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi 
dan redistribusi pegawai perlu menyusun nilai dan 
kelas jabatan; 

  b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 
B/1079/M.SM.02.00/2022 tanggal 4 Nopember 2022 
tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil 
Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Balangan; 

  c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan 
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kelas Jabatan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan 
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4265); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor  49 tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2018 Nomor 224); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan 
Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai 
Negeri Sipil diLingkungan Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2); 

12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 107); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Balangan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat 
sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya 
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 
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8. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan 
secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut 
sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk 
menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. 

9. Kelas jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan 
berdasarkan nilai suatu jabatan. 

10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang mempunyai kewenanganmenetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

11. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri 
Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, 
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih 
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

12. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah 
pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk 
menghasilkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi 
politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 

13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi 
pemerintah. 

14. Jabatan Pimpinan Tinggi selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok 
Jabatan tinggi pada instansi Pemerintah. 

15. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah 
sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

16. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang bertanggung jawab 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 
pelaksana. 

17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan 
keahlian dan ketrampilan tertentu. 

18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

 

BAB II  
KELAS JABATAN 

 

Pasal 2 
 

(1) Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan proses Evaluasi Jabatan. 

(2) Proses Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor atau Factor 
Evaluation System (FES). 
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(3) Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : 
a. faktor Evaluasi Jabatan Struktural; dan 
b. faktor Evaluasi Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

 

(4) Faktor Evaluasi Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a meliputi : 
a. faktor 1 tentang ruang lingkup dan dampak program; 
b. faktor 2 tentang pengaturan organisasi; 
c. faktor 3 tentang wewenang penyeliaan dan manajerial; 
d. faktor 4 tentang hubungan personal, yang terdiri atas : 

1. sifat hubungan; dan 
2. tujuan hubungan. 

e. faktor 5 tentang kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan 
f. faktor 6 tentang kondisi lain atau kesulitan dan kerumitan dalam 

melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab 
penyeliaan, yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus meliputi : 
1. ragam pekerjaan; 
2. operasi giliran kerja (shift); 
3. pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah; 
4. penyebaran fisik; 
5. situasi khusus penyusunan staf; 
6. dampak progam tertentu; 
7. perubahan teknologi; dan 
8. bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja. 

 

(5) Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi : 
a. faktor 1 tentang pengetahuan yang dibutuhkan jabatan; 
b. faktor 2 tentang pengawasan penyelia; 
c. faktor 3 tentang pedoman; 
d. faktor 4 tentang kompleksitas; 
e. faktor 5 tentang ruang lingkup dan dampak; 
f. faktor 6 tentang hubungan personal; 
g. faktor 7 tentang tujuan hubungan; 
h. faktor 8 tentang persyaratan fisik; dan 
i. faktor 9 tentang lingkungan pekerjaan. 

 

(6) Berdasarkan proses Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), diperoleh hasil sebagai berikut : 
a. rekapitulasi Kelas Jabatan dan persediaan pegawai; 
b. daftar nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan dan persediaan 

pegawai; 
c. daftar nama Jabatan Pelaksana, Kelas Jabatan dan persediaan 

pegawai; 
d. tabel hasil Evaluasi Jabatan Struktural; dan 
e. tabel hasil Evaluasi Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan 

jabatan lainnya. 
 

(7) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, 
Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
  

KABAG. HUKUM SETDA 
KABUPATEN BALANGAN 

 
 

 
 
MUHAMMAD ROJI, SH 

NIP. 19830710 201001 1 020 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 3 

 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Balangan 
Nomor 188.45/570/Kum Tahun 2018 tentang Penetapan Hasil Evaluasi 
Jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Balangan,  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 4 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Balangan. 
 

 
Ditetapkan di Paringin 
pada tanggal 10 Nopember 2022 

BUPATI BALANGAN, 
 
 
ttd 
 

 
H. ABDUL HADI 

 

Diundangkan di Paringin 
pada tanggal 10 Nopember 2022 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN, 
 
 
      ttd 
 
 
 
H. SUTIKNO 

 
 
 
 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 95 


